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GUBTRIIUR IVUSA TEITGGIARA TIUUR

PERATT'RAI{ DA.ERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ITOMOR 16 TAHUN 2018

TEITTA.ITG

PENCABUTAN PERATT'RAIT DAERAII
PROPINSI NUSA TINGGARA TI}TT'R NOMOR 8 TAHUIT 1974

TENTANG PELAITSANAAI{ PEITEGASAIS HAK ATAS TANAH SEBAGAIMAITA
TELA}I DTT'BAII DENGA,IT PERATURAII DAERAH PROPIilSI

DAERAH TIITGKAT I NUSA TEI{GGARA TIMI,'R I{OMOR 17 TAHT'N 1980
TEITTANG PERUBAIIAIY ATAS PASAL 4 PERATURAT{ DAERAH PROPINSI

NUSA TENGCIARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1974
TEI{TAI{G PELAKSAI{AAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH

DENGAN RATIMAT TT'HAI{ YAI|G MATIA ESA

GUBERITUR NUSA TEI{GGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 8 Tahun 1974 tefltang Pelaksanaan
Penegasan Hak Atas Tanah dan Perubahannya
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan
Perubahannya;
bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan
Penegasan Hak Atas Tanah dan Perubahannya,
keberadaannya juga ditolak oleh beberapa kelompok
masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi NTT;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 1974 tent-ang Pelaksanaan Penegasan
Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Atas Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 197 4 tentang
Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah; p

Daerah dan

b.



Menglngat

Menetapkan

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambaharr l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

16491;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l'embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679)r
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan
GT'BERNUR NUSA TEN(X}ARA TIMI'R

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TEITTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TEITGGARA
TIMUR NOMOR 8 TAIIUil L974 TENTANG
PELAXSANAAN PENECIASAIT HAI{ ATAS TANAII
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TIT{GKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1980 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PASAL 4 PERATT'RAI{ DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUI{
1974 TENTAI{G PELAKSAJTAAN PEITBGASAN HAI( ATAS
TANAJ',. t1t
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Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor 17 Tahun 198O tentang Perubahan Atas Pasal 4 peraturan Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun l9Z4 tentang pelaksanaan
Penegasan Hak Atas Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Desember 2018

b cuneRnun NUSA TENc.ARA TrMUR.do l t'', 'l

ll4/u/
.: VIKTOR BUNGTILU LAISKoDAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

?PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,I

PBEI{E,
MAING

LEMBARAN DAERAH PROV]NSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 016

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

(r6-3re /2or8).
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